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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), 

tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa 

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan 

pancasila dan UUD NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan 

menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya.1 

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh 

dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja 

orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan 

hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk 

bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu 

merupakan salah satu bentuk penegak hukum. 

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan 

masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial 

masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut 

 
1 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua, (Sinar Grafika : Jakarta, 2016), hal. 1. 
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masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu 

tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah 

Korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi 

juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi 

masyarakat. 

Tindak Pidana Korupsi secara khusus diatur diluar Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, tepatnya di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana   

Korupsi. Dalam Undang-Undang disebutkan ada  beberapa kualifikasi 

perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, di 

berbagai kasus, tindak pidana yang paling sering di munculkan dan di ajukan 

perkaranya ke pengadilan ialah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 

ayat (1) UU Tipikor. 

Menurut kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan yang 

dapat memperkaya diri, orang lain atau korporasi dengan cara melawan 

hukum dan dapat merugikan keuangan negara atau dengan cara 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau 

kedudukan, maka dapat masuk kedalam kualifikasi tindak pidana korupsi. 

Tindak pidana korupsi adalah merupakan permasalahan yang saat 

ini dirasakan semakin pesat perkembanganya seiring dengan semakin maju 

pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan 

mendorong untuk melakukan korupsi.2 Di berbagai belahan dunia, korupsi 

 
2 Andi Hamzah, Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara, (Sinar Grafika : Jakarta, 2005), hal. 1. 
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selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana 

lainya, fenomena ini dapat dimaklumi mengikat dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat 

menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, 

tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, 

membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat 

merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini 

seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-

cita menuju masyarakat adil dan makmur.  

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak 

daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu 

jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang 

menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, 

moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang 

cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana 

korupsi atau minimnya pidana korupsi terlihat dari putus bebasnya terdakwa 

kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang di tanggung 

oleh terdakwa tidak sebanding dengan apa yang dilakukanya. Hal ini sangat 

merugikan keuangan negara dan menghambat  pembangunan bangsa. Jika hal 

ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan 

rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-

undangan oleh warga negara. Berbagai macam bentuk korupsi yang telah 
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terjadi di indonesia misalnya, korupsi pengadaan barang dan jasa, 

penggelapan, mark up, anggaran proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, 

penggelapan dalam jabatan, dan suap-menyuap, bahkan bantuan-bantuan 

sosial untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk 

bencana alam pun tidak  luput dari praktek korupsi. 

Dua tahun belakangan ini sejak masa pandemi covid-19, pengadaan 

dana bansos sering terdengar baik melalui media maupun berita di berbagai 

tempat. Bantuan sosial tersebut menjadi salah satu jenis belanja daerah yang 

menyedot perhatian banyak pihak, bukan saja masyarakat atau kelompok 

masyarakat tetapi juga pemerintahan, anggota dewan perwakilan rakyat 

daerah, bupati, gubernur, walikota yang berkepentingan dengan bansos, 

dengan demikian rekening bansos memiliki resiko yang cukup tinggi untuk 

disalahgunakan atau diselewengkan. 

Perihal dana bansos, dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Kelima atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

Dana Bansos adalah “pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah 

daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 
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sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk 

melidungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.3 

Perihal dana bansos, membutuhkan prosedur-prosedur administratif, 

sehingga terwujudnya tertib administratif dan akuntabel dalam 

pengelolaannya. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 22 ayat (1) Permendagri 

Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah, beberapa syarat pemberian hibah dan bantuan sosial ialah 

sebagai berikut : 4 

1. Pada prinsipnya pemerintah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial 

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

2. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja 

urusan wajib, dan pemberian bantuan sosial dilakukan setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk 

masyarakat. 

3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran 

program dan kegiatan pemerintah daerah dengan dengan     memperhatikan 

asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

4. Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan. dipahami bahwa 

peruntukan hibah secara spesifik telah ditetapkan baik dalam 

peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan naskah 

perjanjian hibah daerah; 

 
3 Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima atas Permendagri Nomor 32 

Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 1 angka 15.  
4 Yusran Lapananda, Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber APBD, (Sinar Grafika : Jakarta, 

2013), hal. 11. 
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b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun 

anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- 

undangan; 

c. Memenuhi persyaratan penerima hibah; 

d. Kriteria lainnya dapat ditambahkan dalam peraturan kepala daerah 

tentang cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 

pertanggungjawaban dan pelaporan monitoring dan evaluasi hibah 

dan banruan sosial, sesuai kebutuhan daerah masing-masing; 

e. Pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan 

selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan 

terjadinya    resiko sosial.  

f. Pemberian hibah yang bersumber dari APBD yang berupa uang 

barang atau jasa. Sedangkan untuk pemberian bantuan sosial 

bersumber dari APBD berupa uang atau /barang. 

Adapun Permasalahan-permasalahan seputar bantuan sosial  antara 

lain pemberian dana bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan atau 

prosedur pencairan, bantuan sosial tidak terima atau diterima oleh sebagian 

orang yang berhak seperti tercantum dalam proposal yang sengaja untuk di 

fiktifkan. 

Dalam prakteknya selama ini, dana bansos ini sering menimbulkan 

berbagai masalah khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) baik saat  penganggaranya maupun pengelolaan atau 

pencairannya. Banyak terjadi penyelewengan dana bantuan sosial untuk 

kepentingan diri sendiri. 

Kasus semisal hal tersebut, sebagaimana terjadi juga dalam dalam 

Studi Kasus Putusan Nomor : 29/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Jkt.Pst ini  merupakan 

kasus korupsi yang pelakunya bernama Juliari P. Batubara terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-

sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum; 
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Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua 

belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila  denda  tersebut tidak dibayar diganti 

dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menjatuhkan  pidana  

tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 

Rp14.597.450.000,- (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta 

empat ratus lima puluh ribu rupiah)  dengan ketentuan  apabila tidak dibayar   

paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai  kekuatan hukum 

tetap, maka harta benda Terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara 

tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang 

pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.  

Melihat putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Julian  P Batubara pada masa pandemi 

covid  dalam pembagian bantuan Sosial, dalam pengamatan saya sebagai 

penulis menganalisa bahwa aparat hukum seharusnya menuntut  pelaku tindak 

pidana korupsi dengan tuntutan dan hukuman mati. Dalam study kasus 

terhadap putusan Nomor : 29/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Jkt.Pst. Pada kasus ini 

bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime diperlukan 

penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa (extra ordinary measures).  

Ketentuan pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No, 31 Tahun 1999  Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan konsep pidana mati 

dalam tindak pidana korupsi yang adil dan berkepastian hukum Tindak Pidana 
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Korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa yang terhadapnya diperlukan 

suatu penanganan yang serius. Sanksi tegas diperlukan untuk menekan 

maraknya tindak pidana ini dengan penjatuhan pidana mati yang merupakan 

sanksi yang paling berat dalam hukum pidana. Penelitian ini menitikberatkan 

terhadap pelaksanaan pidana mati di Indonesia sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang dan mendiskripsikan ancaman pidana mati terdapat 

dalam Undang-undang Korupsi yakni Pasal 2 ayat (2)  Pidana mati terhadap 

tindak pidana korupsi merupakan upaya yang diharapkan mampu menekan 

semakin merajelala kejahatan ini. Melihat apa yang dilakukan Republik 

Rakyat China (RRC) penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi ternyata efektif dan berhasil mengurangi kejahatan ini. Hal tersebut 

dapat dijadikan contoh bagi Indonesia yang saat ini tindak pidana ini sangat 

marak terjadi. Terkait dengan bencana alam, yang dimaksud dengan "keadaan 

tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan 

pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak 

pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi 

penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan 

akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan 

moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. 

Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, inilah yang melatarbelakangi 

penulis memilih judul tesis ini dengan judul ‘’ Rekonstruksi Penerapan 

Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa 

Pandemi Covid 19 (Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst).’’ 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengapa dibutuhkan rekonnstruksi penegakan pada hukum dalam 

penerapan pidana terhadap  pelaku tindak pidana korupsi pada masa 

pandemi Covid-19? 

2. Bagaimana konsep ideal penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi pada masa pandemi Covid-19? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui rekonstruksi penegakan hukum dalam penerapan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi Covid-

19. 

2. Untuk menganalisis konsep ideal pidana mati terhadap pelaku pidana 

tindak pidana korupsi pada masa pandemi Covid-19 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Aspek akademik Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu hukum, 

terutama kajian mengenai penegakan hukum.  

2. Aspek praktik bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-

pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut. 
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1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

Penelitian tesis ini menggunakan teori-teori sebagai landasan dan teori 

ini akan digunakan sebagai latar belakang permasalahan yang akan diteliti. 

Teori-teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

4.1.1 Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka 

acuan atau dasar yang relevan atau pelaksanaan suatu penelitian, 

khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan diatas maka teori 

yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses 

penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata 

untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau 

lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi 

kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses 

perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa 

penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, 

yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan 
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hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik 

garis lurus antara dua titik.5 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum 

adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap 

dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran 

nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 

memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.                                   

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum 

positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan 

keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in 

concreto di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya 

hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang 

ditetapkan oleh hukum formal. 

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan, penegakan 

hukum ditinjau dari subjeknya adalah penegakan hukum dalam arti 

luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan 

hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif 

yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang 

berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan 

 
5 Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, (Sinar Grafika: 

Yogyakarta, 2002), hal. 190.  
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hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai 

upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana 

seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya 

ialah penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai 

keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai 

keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan 

hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan 

peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum 

hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum 

dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam 

pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan 

kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. 

Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus 

diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.  

1. Kepastian hukum  

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang 

menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa 

konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus 

diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada 

dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum 

harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun 

besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang 

http://www.library.upnvj.ac.id/


13 

 

Lucia Roida, 2023 

REKONSTRUKSI PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA 

PANDEMI COVID 19 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, 

ketertiban dalam masyarakat tercapai.  

2. Kemanfaatan   

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus 

memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi 

masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan 

masyarakat. Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum 

harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai 

terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan 

masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.  

3. Keadilan  

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada 

hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, 

dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, 

didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan 

kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.  

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai 

keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. 

Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis 

dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan 

http://www.library.upnvj.ac.id/


14 

 

Lucia Roida, 2023 

REKONSTRUKSI PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA 

PANDEMI COVID 19 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal 

dengan istilah As a Tool of Sosial Engineerning.6 

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam 

kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan 

memperhatikan kedamainan dalam pergaulan hidup. Di dalam 

penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.  

a. Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai 

ketentraman.  

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, 

sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. 

Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih 

bersifat abstrak, masih perlu dikonkritkan dalam bentuk 

kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, 

kebolehan atau larangan.  

b. Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian 

hukum  

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus 

diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, 

kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu 

tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga 

 
6 Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (PT Gramedia Pustaka Umum: Jakarta, 2002), 

hal. 56 
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sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu 

unsur kepastian hukum. Adegium yang selalu 

didengungkan adalah Summun jus, summa injuria, summa 

lex, summa crux (hukum yang keras akan melukai, kecuali 

keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang 

dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat 

lebih jauh dari ketidak-pastian hukum ini adalah 

ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak. Agar 

hukum dapat ditegakan diperlukan alat negara yang 

diserahi tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, 

dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan 

hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja 

dikatakan : “ Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, 

sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman ”. 

sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang 

mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi 

kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.  Penegakan 

hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi 

kenyataan.  

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum 

pidana menjadi 3 bagian yaitu:  
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1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum 

pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana 

substantif (subtantive law of crime). Penegakan hukum 

pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para 

penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara 

pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan 

pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi 

hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-

batasan.   

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum 

pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no 

enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak 

hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.  

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full 

enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab 

adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, 

personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang 

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya 

discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual 

enforcement.7 

 
7 Ibid, hal. 39 
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Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :  

1. Faktor Hukum  

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya 

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, 

hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan 

suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian 

hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan 

secara normatif.  Maka pada hakikatnya penyelenggaraan 

hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun 

juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum 

merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola 

prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.   

2. Faktor Penegakan Hukum  

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 

penegak hukum memainkan peranan penting, kalau 

peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, 

ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci 

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian penegak hukum.   

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung  

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup 

perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh 
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perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang 

diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal 

yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal 

polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, 

diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan 

komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini 

masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut 

karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu 

dan belum siap.   

4. Faktor Masyarakat  

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap 

warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya 

mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul 

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum 

yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat 

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, 

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 

bersangkutan.  

5. Faktor Kebudayaan  

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai 

fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, 

yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana 
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seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya 

kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan 

demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa 

yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 

 

4.1.2 Teori Pemidanaan 

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan 

penjatuhan pidana, yaitu: Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori 

Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan:8 

1. Teori Absolute atau Mutlak (Vergeldings Theorien) 

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut 

teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana  

tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang dipidana 

karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak 

dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari 

dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, 

nyaur lara yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si 

penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia 

yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” 

 

8 Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 

2003, hal. 23 
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(vergelding) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan 

untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang 

dikejar. 

2. Teori Relatif atau Nisbi (Doel Theorien) 

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus 

diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya 

suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya 

suatgu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. 

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya 

menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus 

diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang 

telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi). 

Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau 

special dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan 

atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan 

kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut 

menjalankan kejahatan. 

Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan 

kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diushakan 

agar para oknum semua juga takut akan menjalankan 

kejahatan.teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan 

menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadfi 

orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan. 
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4.1.3 Kerangka Konseptual 

1. Pandemi 

Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah 

menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang 

banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah 

yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus 

penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. 

Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan 

tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan 

tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi 

COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus 

corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Sebelum pandemi 

COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu pernah merebak 

virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain 

influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia, 

termasuk Indonesia. 

Dampak Virus COVID-19 di Indonesia tidak hanya merugikan 

dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo juga mengatakan 

bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di 

Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, 

tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus 

COVID-19 di Indonesia: 

1. Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. 
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2. Jemaah Indonesia batal berangkat umrah. 

3. Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. 

4. Merusak tatanan ekonomi di Indonesia. 

5. Impor barang menjadi terhambat. 

2. Covid-19 

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 

adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah 

satu jenis koronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami 

demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. 

3. Tindak Pidana Korupsi 

Tindak Pidana Korupsi Menurut Ensiklopedia Antikorupsi 

Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin : corruption = penyuap; 

corruptore = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-

badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya 

penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.  

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang 

negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk 

keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Lubis dan Scott, korupsi 

adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri 

dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang 

langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. 

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan 
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merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan 

menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-

segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau 

aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena 

pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga 

atau  kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. 

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan untuk 

memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu 

tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. 

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap 

orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahundan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah).” 

Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri 

sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan 

perekonomian negara. 
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Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran 

terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak 

pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa 

(ordinary crimes), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa 

(extra-ordinary crimes). 

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh 

masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun 

unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut 

adalah sebagai berikut :  

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan 

(delegated power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah 

orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari 

perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan 

lain. 

2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari 

pejabatpejabat yang melakukannya.  

3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, 

atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa 

bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara 

atau kepentingan umum.  

4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha 

untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap 
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tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan 

dan bertentangan dengan hukum.  

5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para 

pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan 

korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, 

korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah 

urus. 

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa 

Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak 

berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu 

keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. 

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap 

orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang 

lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu 

keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum 

dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi 

dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan 

sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban 

umum dari masyarakat tersebut.9 Di Indonesia keadilan 

digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut 

 
9 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Ctk. Kedua, 

Kencana : Jakarta, 2014), hal. 85. 
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terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. 

Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan 

kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan 

dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan 

masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan 

Tuhannya.  

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar 

yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk 

mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan 

seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh 

warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar 

dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-

prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu 

pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip 

kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan 

dalam hidup bersama (keadilan sosial). 

Franz Magnis Suseno telah membahas sila demi sila dimana 

tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu : 

a. Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui 

bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan 

taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan 
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semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam 

hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil. 

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan 

kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus 

atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran 

hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita 

menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. 

Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-

bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-

lain perbedaan. 

c. Persatuan Indonesia. 

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. 

Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan 

tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita 

menolak segala bentuk diskrminasi yang mengancam kesatuan 

bangsa. 

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan. 

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. 

Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. 

Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan 

tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam 
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musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya 

bersama. 

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh 

masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh 

ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur 

proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang 

politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun 

sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.  

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan 

ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di 

Indonesia, yakni : 

f. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila 

sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak 

menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan 

kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan 

aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan 

suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera. 

g. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan 

keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan 

semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi 

yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak 
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identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk 

mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak. 

h. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika 

kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam 

menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata 

dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka 

kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses 

perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu 

juga memberikan perspektif ke depan. 

i. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga 

bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat 

perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, 

teknokrasi, ataupun ketergantungan.  

Berdasarkan ketentuan tersebut maka keadilan adalah suatu 

pengertian yang intersubyektif yang pada dasarnya harus tercermin 

dalam setiap pengaturan hukum. Untuk itu perlu dikemukakan 

pokok pikiran yang harus dikembangkan berdasarkan faham 

Pancasila.  

Soerjanto Pespowardojo memberikan empat pokok pikiran sebagai 

berikut : 

1. Perlu diadakan pembedaan yang jelas antara pengertian hakiki 

keadilan dan bentuk-bentuk perwujudannya dalam bidang-

bidang kehidupan masyarakat. Semakin konkrit bentuk 
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perwujudannya berarti semakin relatif pula nilai yang 

dikandungnya. Namun semakin hakiki pengertian yang 

dikemukakan berarti semakin mendasar nilai yang 

dikandungnya. 

2. Hakikat keadilan terletak dalam sikap mengakui dan 

memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Dengan 

demikian keadilan adalah nilai etis yang memberikan makna 

dan tidak pernah dapat dicapai secara penuh. Selalu ada 

ketegangan positif antara norma etis dan norma hukum. Dengan 

demikian hukum tidak perlu menghadapi titik kebekuannya dan 

selalu membutuhkan interpretasi dan yurisprudensi dalam 

penerapannya. 

3. Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia 

terwujud dalam tiga bentuk, keadilan komutatif sejauh 

merupakan norma yang mengatur hubungan antar pribadi atau 

Lembaga yang sederajad. Keadilan distributif sejauh 

merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat 

untuk mensejahterakan individu. Keadilan legal sejauh 

menunjukkan norma yang menentukan kewajiban individu 

terhadap masyarakat. 

4. Pancasila mengetengahkan keadilan sosial dalam artian bahwa 

keadilan dalam ketiga bentuk itu terwujud semata-mata karena 

adanya kesadaran hukum para warga masyarakat, tetapi 

http://www.library.upnvj.ac.id/


31 

 

Lucia Roida, 2023 

REKONSTRUKSI PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA 

PANDEMI COVID 19 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

terutama karena pengaturan hukum yang diarahkan terhadap 

struktur proses masyarakat, sehingga terbuka jalan bagi para 

warga masyarakat untuk benar-benar mendapatkan keadilan. 

1.6 Metode Penelitian 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan 

berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. 

Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang 

sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih 

menjadi diragu-ragukan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam 

penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian yang berfungsi sebagai 

arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.  

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa 

terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 

terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya 

penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap 

data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya 

penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif 

tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan 

dalam prakteknya.  
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Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data 

sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian tehadap data primer 

dilapangan atau terhadap prakteknya. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah 

menggunakan penelitian yuridis normatif. 

4.1.4 Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat preskriptif  analitis, dengan 

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti melalui metode 

ini pula, akan menguraikan dan menggambarkan mengenai fakta-fakta 

yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan 

dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang 

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.  

4.1.5 Sumber Data 

1. Primer (sebagai pendukung penelitian normatif). 

2. Sekunder Adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, 

hasil penelitian yang berwujud laporan peraturan, peraturan 

perundang-undangan atau ketentuan lain yang terbagi menjadi : 

1. Bahan Hukum Primer 
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Yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang. 

Peraturan Perundang-undangan yang dipergunakan dalam tesis 

ini adalah sebagai berikut : 

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak 

Pidana Korupsi. 

- Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Kelima atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 

seperti literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku tentang 

tindak pidana korupsi. 

3. Bahan Hukum Tertier 

Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti putusan yang digunakan 

dalam penulisan proposal tesis. 

4.1.6 Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (Library 

Research). Dalam metode ini penelitian kepustakaan ini dilakukan 

adalah dengan mempelajari dan membaca buku-buku, majalah, media 
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cetak lainnya dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta 

bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini dalam 

rangka untuk mendapatkan landasan teoritis sebagai dasar dalam 

melakukan penelitian dan penulisan tesis ini. 

4.1.7 Data Hasil  

Data dapat dibedakan dalam beberapa kategori. Jenis-jenis data dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Menurut cara memperolehnya: 

a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri 

oleh   

peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. 

b. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung 

dari objek atau subjek penelitian. 

2. Menurut sumbernya 

a. Data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau 

kegiatan dalam sebuah organisasi 

b. Data eksternal, yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan 

atau kegiatan di luar sebuah organisasi. 

3. Menurut sifatnya 

a. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka pasti. 

b. Data kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka. 

http://www.library.upnvj.ac.id/


35 

 

Lucia Roida, 2023 

REKONSTRUKSI PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA 

PANDEMI COVID 19 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

4. Menurut waktu pengumpulannya 

a. Cross section/insidentil, yaitu data yang dikumpulkan hanya 

pada suatu waktu tertentu. 

b. Data berkala/time series, yaitu data yang dikumpulkan dari 

waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan 

atau kecenderungan keadaan/peristiwa/kegiatan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I  : Pendahuluan 

Berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian. 

BAB II :  Tinjauan Pustaka  

Berisi tentang pengertian pendemi, tindak pidana korupsi. 

BAB III :  Metodologi Penulisan  

• Tipe Penelitian 

• Sifat Penelitian 

• Sumber Data 

• Pengumpulan Data 

• Data Hasil 

BAB IV : Rekonstruksi Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pidana  

Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

BAB V :  Konsep Ideal Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi 
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BAB VI :  Penutup 

• Kesimpulan 

• Saran 
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